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This research aims to determine the impact of bureaucratic digitalization on 
the performance of State Civil Apparatus (ASN) at Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. The type of research used is 
quantitative research, which aims to find the influence between variable X and 
variable Y. The data collection techniques used are observation and 
questionnaires. With a sample of 45 ASN (State Civil Apparatus) individuals. 
The data analysis techniques used include Normality Test, Linearity Test, and 
Hypothesis Test, namely t-test. The research results show that the bureaucratic 
digitalization has a significant and linear impact on the performance of ASN. 
From the results of data analysis and discussion from the previous chapter, 
this research can be concluded that the bureaucracy has an influence on the 
improvement of ASN performance. The simple linear regression test results 
show that the digitalization of bureaucracy contributed 38% to the increase in 
ASN performance. This figure shows that the higher the level of application of 
digitalization in the bureaucracy, the higher the performance of ASN in 
carrying out their duties in carrying out their duties. The remaining 62% is 
influenced other factors outside digitalization 

 

 
INTISARI 

Kata kunci: 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi birokrasi 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel X (digitalisasi birokrasi) dan variabel Y (kinerja ASN). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan penyebaran 

kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 45 ASN. Teknik analisis data 

meliputi Uji Normalitas, Uji Linearitas, dan Uji Hipotesis menggunakan uji-

t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi berpengaruh 

signifikan dan linear terhadap kinerja ASN. Berdasarkan hasil analisis data, 

dapat disimpulkan bahwa implementasi digitalisasi birokrasi memberikan 

dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja ASN. Hasil uji regresi 

linear sederhana menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi 

memberikan kontribusi sebesar 38% terhadap peningkatan kinerja 

ASN. Angka ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

penerapan digitalisasi dalam birokrasi, semakin meningkat pula 

kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya. Sisanya, sebesar 62%, 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar digitalisasi. 
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I. PENDAHULUAN 

Birokrasi me$rupakan instrume$n untuk be$ke$rjanya suatu administrasi. Dimana birokrasi be$ke$rja be$rdasarkan 

pe$mbagian ke$rja, hirarki ke$we$nangan, impe$rsonalitas hubungan, pe$ngaturan pe$rilaku, dan ke$mampuan te$knis dalam 

me$njalankan tugas dan fungsinya se$bagai pe$nye$le$nggara administrasi pe$me$rintahan. Ada tiga masalah utama di dalam 

birokrasi Indone$sia. Masalah pe$rtama adalah korupsi. Pe$rmasalahan ini te$rjadi dise$mua organisasi pe$me$rintahan. 

Biasanya korupsi te$rjadi pada tiga aktifitas utama, yaitu bidang pe$layanan administrasi, pe$laksanaan proye$k 

pe$mbangunan dan te$rakhir pe$ne$gakan hukum. Masalah ke$dua dalam birokrasi di Indone$sia adalah masalah e$fisie$nsi. 

Jumlah le$mbaga-le$mbaga pe$me$rintahan baik di pusat dan didae$rah sangat banyak, yang dampaknya me$mpe$rbe$sar 

jumlah ASN yang harus me$ngisinya. Masalah ke$tiga adalah masalah e$fe$ktifitas, me$nyangkut manfaat dari pe$ke$rja 

pe$me$rintah te$rse$but bagi masyarakat. Maka dari itu transformasi birokrasi pe$nting dilakukan diantaranya me$lalui 

pe$ningkatan SDM, baik jumlah maupun kualitas te$ntu harus diformulakan me$lalui ke$butuhan proporsionalisme$ dan 

profe$sionalisme$ hal ini untuk me$njawab tantangan pe$rke$mbangan de$mokratisasi di Indone$sia yang be$rjalan be$gitu 

ce$pat dan de$ras se$iring de$ngan itu pula tuntutan masyarakat te$rhadap akuntabiltas, transparansi dan pe$mbe$rian 

ke$ce$patan pe$layanan pe$me$rintahan me$njadi hal yang mutlak harus dilakukan. [1] 

Me$nurut Kamus Be$sar Bahasa Indone$sia (KBBI) digitalisasi adalah prose$s pe$mbe$rian atau pe$makaian siste$m 

digitalDalam pandangan para ahli, istilah digital tidak lagi hanya se$ke$dar se$batas te$knologi, me$lainkan juga se$buah 

transformasi be$sar yang te$lah me$ngubah be$rbagai aspe$k ke$hidupan manusia. . [2] 

Digitalisasi birokrasi se$buah kalimat yang fe$nome$nal dan me$njadi sorotan be$rbagai kalangan yang pada 

akhirnya me$njadi kata yang se$ring diucapkan. Yang dalam kajian ini be$rmaksud me$mpe$rlihatkann bahwasanya pe$ran 

digitalisasi me$miliki powe$r dalam me$nye$barluaskan dan me$nginformasikan be$rbagai informasi guna untuk 

me$mpe$ngaruhi orang lain. Se$suai de$ngan apa yang te$lah disampaikan ole$h Joko Widodo, bahwa Indone$sia harus 

me$lakukan transformasi digital, me$lompatt me$nuju pe$me$rintahan be$rbasis digital. Situasi ini me$rupakan se$buah 

tuntutan untuk dapat te$rus me$ngikuti pe$rke$mbangan dunia yang te$rus-me$ne$rus be$rubah. [3] 

Digitalisasi birokrasi be$rtujuan untuk me$ngurangi birokrasi manual yang se$ring lambat dan tidak e$fisie$n, se$rta 

me$nggantikannya de$ngan siste$m digital yang me$mungkinkan pe$layanan publik yang le$bih ce$pat, akurat, dan mudah 

diakse$s. Salah satu te$ori utama yang me$ndukung konse$p digitalisasi birokrasi adalah Te$chnology Acce$ptance$ Mode$l 

(TAM) yang dike$mbangkan ole$h Davis (1989). Te$chnology Acce$ptance$ Mode$l (TAM) yaitu te$ori yang me$nje$laskan 

Bagaimana pe$ngguna me$ne$rima, me$mahami, dan me$nggunakan te$knologi informasi. TAM me$nggunakan pe$nde$katan 

te$ori pe$rilaku (be$havior the$ory) untuk me$nje$laskan prose$s adopsi te$knologi informasi. Kare$na mudah digunakan dan 

se$de$rhana, mode$l ini se$karang paling banyak digunakan ole$h pe$ngguna untuk me$mpre$diksi pe$ne$rima te$knologi 

informasi. Te$ori ini digunakan untuk me$mpre$diksi tingkat pe$ne$rimaan te$knologi be$rdasarkan pe$rse$psi te$ntang 

ke$mudahan dan manfaat te$knologi informasi. TAM me$nje$laskan hubungan se$bab akibat antara pe$rilaku dan ke$yakinan 

(manfaat dan ke$mudahan siste$m informasi), tujuan, dan pe$nggunaan siste$m informasi yang se$be$narnya. [4] 

Di e$ra digital ini, transformasi digital me$njadi pilar pe$nting dalam me$wujudkan tata ke$lola pe$me$rintahan yang 

baik dan pe$layanan publik yang be$rkualitas. Digitalisasi birokrasi, se$bagai salah satu wujud transformasi digital, kini 

me$njadi fokus utama pe$me$rintah untuk me$ningkatkan e$fisie$nsi dan e$fe$ktivitas pe$layanan publik. 

Se$luruh kalangan masyarakat me$nuntut adanya pe$layanan publik yang prima dari instansi pe$me$rintahan, 

namun adakalanya e$kspe$tasi masyarakat te$rse$but tidak te$rpe$nuhi kare$na dalam ke$nyataan yang te$rjadi ialah pe$layanan 

yang rumit, be$rbe$lit-be$lit, mahal, lamban, dan me$le$lahkan. Pe$layanan be$rkualitas adalah pe$layanan yang dapat 

me$mbe$rikan ke$puasan se$mua pihak, baik masyarakat yang dilayani maupun pe$nye$le$nggara pe$layanan. [5] 

E$ra digital adalah salah satu e$ra atau zaman pada ke$hidupan ini te$lah me$ngalami kondisi ke$majuan yang cukup 

pe$sat dan me$ngarah ke$ be$ntuk digital. Pe$rke$mbangan e$ra digital akan te$rus be$rjalan be$gitu ce$pat dan tak bisa 

dihe$ntikan ole$h manusia. Kondisi te$rse$but bisa te$rjadi kare$na pada dasarnya kita se$bagai manusia akan se$lalu me$nuntut 

se$rta me$minta agar se$mua hal bisa dilakukan se$cara e$fisie$n dan praktis. Hal ini juga akan me$mbe$rikan be$rbagai je$nis 

dampak, baik itu dari se$gi positif maupun ne$gatif.[6] 



TAM me$nje$laskan bahwa ke$putusan se$se$orang untuk me$nggunakan te$knologi tidak hanya dipe$ngaruhi ole$h 

ke$te$rse$diaan siste$m itu se$ndiri, te$tapi le$bih ke$pada bagaimana me$re$ka me$mandang manfaat te$knologi te$rse$but 

(pe$rce$ive$d use$fulne$ss) se$rta ke$mudahan pe$nggunaannya (pe$rce$ive$d e$ase$ of use$). ASN akan le$bih te$rmotivasi untuk 

me$ngadopsi siste$m digital jika me$re$ka me$rasa bahwa te$knologi te$rse$but dapat me$ningkatkan produktivitas ke$rja 

me$re$ka dan tidak te$rlalu sulit untuk dipe$lajari se$rta diope$rasikan. Namun, jika siste$m yang dite$rapkan dianggap 

komple$ks atau tidak me$mbe$rikan manfaat yang signifikan, maka ASN ce$nde$rung me$nunjukkan re$siste$nsi te$rhadap 

pe$rubahan. Le$bih jauh, pe$nde$katan TAM juga me$nyoroti pe$ntingnya sikap dan pe$rse$psi pe$ngguna te$rhadap siste$m 

digital. Jika ASN me$miliki pe$ngalaman ne$gatif dalam me$nggunakan te$knologi, se$pe$rti siste$m yang se$ring me$ngalami 

gangguan, kurangnya dukungan te$knis, atau kurangnya pe$latihan yang me$madai, maka ke$e$ngganan untuk be$radaptasi 

akan se$makin be$sar. Ole$h kare$na itu, se$lain me$nye$diakan siste$m digital yang optimal, pe$me$rintah juga pe$rlu 

me$mastikan adanya dukungan yang kuat dalam hal pe$latihan, pe$ningkatan kapasitas SDM, se$rta ke$bijakan yang 

me$ndorong pe$ne$rimaan te$knologi di lingkungan birokrasi. 

Birokrasi di Indone$sia te$lah me$ngalami pe$rke$mbangan dari masa ke$ masa. Track re$cordnya pun tak jarang 

me$nuai kritik dari masyarakat. Namun dikutip dari pe$rkataan Max We$be$r, birokrasi adalah “machine$ of country”, 

yang be$rarti birokrasi me$mpunyai pe$ranan pe$nting untuk me$ncapai tujuan bangsa. Se$hingga, pe$rke$mbangan te$knologi 

digital me$mbuat se$mua se$gi ke$hidupan harus mampu be$radaptasi se$suai de$ngan tuntutan pe$rubahan yang ada di 

masyarakat, yang sudah be$rsinggungan de$ngan te$knologi digital me$nuju digitalisasi birokrasi dan de$mokratisasi.[7] 

De$ngan de$mikian, digitalisasi birokrasi tidak dapat hanya dilihat dari sisi ke$bijakan dan infrastruktur, te$tapi 

juga dari pe$rspe$ktif human-ce$ntric adoption. ASN se$bagai aktor utama dalam birokrasi pe$rlu dipe$rsiapkan se$cara 

me$nye$luruh agar tidak hanya me$njadi pe$ngguna pasif, te$tapi juga mampu me$ngoptimalkan te$knologi dalam 

me$ningkatkan kine$rja dan pe$layanan publik. Ole$h kare$na itu, pe$ne$litian ini akan me$nganalisis se$jauh mana 

imple$me$ntasi digitalisasi birokrasi me$mpe$ngaruhi kine$rja ASN de$ngan me$mpe$rtimbangkan faktor-faktor yang 

dije$laskan dalam TAM, se$hingga dapat me$mbe$rikan re$kome$ndasi strate$gis untuk me$ningkatkan e$fe$ktivitas 

transformasi digital dalam birokrasi. Tuntutan akan adanya digitalisasi birokrasi di Indone$sia te$rhadap se$luruh 

Pe$me$rintah Kabupate$n/Kota, me$mbuat suatu dae$rah harus mandiri dan be$rpikir ke$ras dalam me$ne$rapkan program 

te$rse$but. Prinsip dasar yang harus diingat, muara dari se$mua upaya digitalisasi birokrasi ini adalah pe$ningkatan kualitas 

pe$layanan publik yang be$rmanfaat bagi se$luruh masyarakat. Digitalisasi Birokrasi ini dapat me$ningkatkan transparansi 

dan ke$mudahan Informasi publik, dalam pe$layanan ke$pada masyarakat. Se$bagai upaya me$nye$le$nggarakan tata ke$lola 

pe$me$rintahan yang e$fe$ktif inovatif profe$sional dan akuntabe$l Biro Ke$se$jahte$raan Rakyat (Biro Ke$sra) se$bagai salah 

satu unit ke$rja yang e$rat kaitannya de$ngan pe$layanan publik, me$narik untuk dite$liti bagaimana digitalisasi be$rdampak 

pada kine$rja aparatur sipil ne$garanya (ASN).  

Aparatur Sipil Ne$gara yang se$lanjutnya disingkat ASN adalah profe$si bagiPe$gawai Ne$ge$ri Sipil (PNS) dan 

Pe$gawai Pe$me$rintah de$ngan Pe$rjanjian Ke$rja yang be$ke$rja pada instansi pe$me$rintah (PPPK). Pe$gawai ASN (Aparatur 

Sipil Ne$gara) adalah Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil dan Pe$gawai Pe$me$rintah de$ngan Pe$rjanjian Ke$rja yang diangkat ole$h 

pe$jabat pe$mbina ke$pe$gawaian dan dise$rahi tugas dalam suatu jabatan pe$me$rintahan atau dise$rahi tugas ne$gara lainnya 

dan digaji be$rdasarkan pe$raturan pe$rundang-undangan. Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil adalah warga ne$gara Indone$sia yang 

te$lah me$me$nuhi syarat te$rte$ntu, diangkat ole$h pe$jabat Pe$mbina ke$pe$gawaian me$lalui se$le$ksi dan tahapan yang be$rlaku 

untuk me$ne$mpati suatu jabatan se$suai skil yang dimiliki, be$rtugas untuk me$laksanakan tugas ne$gara danme$mbe$rikan 

pe$layanan ke$pada masyarakat. [8] 

Michae$l Armstrong, me$nyatakan bahwa kine$rja adalah tingkat pe$ncapaian individu atau ke$lompok dalam 

me$laksanakan tugas yang te$lah ditugaskan. Se$me$ntara Thomas W. Harre$ll, me$nge$mukakan bahwa kine$rja adalah 

ke$mampuan individu atau ke$lompok dalam me$ncapai tujuan yang te$lah dite$tapkan, baik tujuan yang be$rsifat 

kuantitatif maupun kualitatif. [9] 

Fakta di lapangan me$nunjukkan bahwa imple$me$ntasi digitalisasi birokrasi di Biro Ke$se$jahte$raan Rakyat 

Se$kre$tariat Dae$rah Provinsi Sulawe$si Utara me$mbe$rikan dampak yang be$ragam te$rhadap kine$rja Aparatur Sipil 

Ne$gara (ASN). Di satu sisi, digitalisasi me$mbe$rikan dampak be$rupa pe$ningkatan ke$ce$patan dan e$fisie$nsi ke$rja, akurasi 

data, se$rta ke$te$patan dalam pe$ngambilan ke$putusan. 



 Namun, imple$me$ntasinya me$nghadapi be$rbagai tantangan yang dapat me$me$ngaruhi kine$rja ASN. Salah satu 

ke$ndala utama adalah kurangnya lite$rasi digital, di mana banyak ASN be$lum me$miliki ke$te$rampilan yang me$madai 

dalam me$ngope$rasikan siste$m digital. Minimnya pe$latihan dan sosialisasi se$makin me$mpe$rparah ke$sulitan me$re$ka 

dalam be$radaptasi. Se$lain itu, ke$te$rbatasan infrastruktur IT se$pe$rti pe$rangkat ke$ras yang tidak me$madai dan kone$ksi 

inte$rne$t yang le$mah me$nghambat e$fe$ktivitas digitalisasi. Akibatnya, kine$rja ASN me$njadi kurang optimal, lambat 

dalam me$re$spons tugas, se$rta tidak e$fisie$n dalam me$njalankan pe$layanan publik se$cara digital. Pe$rubahan budaya 

ke$rja juga me$njadi tantangan, di mana ASN yang te$rbiasa de$ngan siste$m manual ce$nde$rung me$ngalami re$siste$nsi 

te$rhadap te$knologi baru. Hal ini me$nunjukkan bahwa ke$be$rhasilan imple$me$ntasi digitalisasi tidak hanya dite$ntukan 

ole$h te$rse$dianya siste$m te$knologi, te$tapi juga ole$h ke$siapan sumbe$r daya manusia dan dukungan organisasi dalam 

prose$s adaptasi te$rse$but. [10] 

Biro Ke$se$jahte$raan Rakyat Se$kre$tariat Dae$rah Provinsi Sulawe$si Utara mulai me$ngadopsi digitalisasi untuk 

me$ningkatkan e$fisie$nsi dan kualitas pe$layanan. Namun, masih pe$rlu pe$ne$litian untuk me$nge$tahui se$be$rapa be$sar 

digitalisasi birokrasi  me$mpe$ngaruhi kine$rja ASN.  

Pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk me$ngukur se$be$rapa be$sar pe$ngaruh digitalisasi birokrasi te$rhadap kine$rja ASN 

Biro Ke$sra Se$tda Provinsi Sulawe$si Utara. Se$lain itu pe$ne$litian ini juga be$rusaha me$ngide$ntifikasi faktor-faktor yang 

me$njadi pe$nghambat atau pe$ndorong digitalisasi birokrasi dilingkungan te$rse$but. Dalam hal ini Batasan masalah yang 

diambil yaitu untuk me$nge$tahui se$be$rapa be$sar pe$ngaruh dari aplikasi Siste$m Informasi Pe$me$rintah Dae$rah (SIPD) 

te$rhadap kine$rja ASN 

II. METODE PENELITIAN 

 

Pe$ne$litian ini me$miliki dua je$nis variabe$l, variabe$l be$bas yaitu X (digitalisasi birokrasi) dan variabe$l te$rikat 

yaitu Y (kine$rja). De$finisi ope$rasional dipakai untuk me$ngukur ke$dua variabe$l de$ngan indikator yang je$las dan 

te$rukur. Populasi dalam pe$ne$litian ini adalah se$luruh ASN Biro Ke$sra. Sampling je$nuh adalah te$knik pe$ne$ntuan 

sampe$l de$ngan me$njadikan se$mua populasi me$njadi sampe$l. Hal ini dise$babkan jumlah populasi re$latif se$dikit atau 

pe$ne$liti ingin me$lakukan ke$salahan ke$cil dalam pe$ne$litiannya.  

Te$knik Pe$ngumpulan Data dikumpulkan me$lalui pe$ngamatan langsung pada instansi yang be$rsangkutan de$ngan 

obse$rvasi se$lama kurang le$bih e$mpat bulan untuk me$lihat langsung kondisi re$al di lapangan dan kue$sione$r yang te$lah 

disusun be$rdasarkan indikator variabe$l yang akan di jawab ole$h para re$sponde$n me$lalui pe$ndapat dan pe$ngalaman 

yang me$re$ka rasakan. Instrume$n pe$ne$litian be$rupa me$ngukur variabe$l X dan variabe$l Y. Skala ini me$mudahkan 

re$sponde$n dalam me$mbe$rikan jawaban dan me$mudahkan pe$ne$liti dalam me$ngolah data.  

Me$tode$ pe$ngumpulan data be$rikut digunakan dalam pe$ne$litian ini: 

1. Obse$rvasi: Untuk me$mpe$role$h pe$mahaman yang le$bih me$ndalam te$rhadap pe$rmasalahan yang dite$liti, 

lakukan obse$rvasi langsung di lokasi pe$ne$litian. 

2. Kue$sione$r: Untuk me$ngumpulkan informasi langsung me$nge$nai variabe$l pe$ne$litian. Kue$sione$r te$rdiri dari 

e$nam be$las ite$m, dan se$tiap pilihan jawaban dibe$ri bobot atau skor yang disusun me$nurut skala Like$r. [11] 

Ada be$be$rapa Uji yang digunakan yakni : 

1. Uji Validitas dan Re$liabilitas 

Se$be$lum digunakan untuk di bagikan ke$pada re$sponde$n, kue$sione$r harus me$lalui uji validitas dan 

re$liabilitas te$rle$bih dahulu. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk me$nunjukan se$jauh mana alat ukur 

yqang digunakan dalam suatu me$ngukur apa yang diukur [11], dalam hal ini hasil dari uji validitas me$nunjukan 

rhitung variable$ x (0.681, 0.683, 0.619, 0.780, 0.720, 0.675, 0.497, 0.265, 0.519, 0.509) dan variable$ y (0. 619, 

0. 528, 0. 766, 0. 567, 0. 662, 0. 494) le$bih be$sar dari pada rtabe$l yakni 0,294  

 Se$dangkan uji re$liabilitas me$mastikan konsiste$nsi hasil jika digunakan be$rulang kali. Dalam hal ini 

Be$rdasarkan hasil analisis me$nggunakan bantuan SPSS me$nunjukan koe$fisie$n Variabe$l Digitalisasi Birokrasi 

se$be$sar 0.841 (0.841 >0,60) de$ngan kate$gori baik dimana ini be$rarti instrume$n pe$ne$litian variabe$l layak dijadikan 

se$buah pe$ne$litian. Se$me$ntara, Vari iable$i Kiine$irja se$ibe$isar 0.633 (0.633 >0,60) de$ingan kate$igorii bai ik diimana i inii 



be$irartii iinstrume$in pe$ine$iliiti ian vari iabe$il Kiine$irja layak diijadi ikan se$ibuah pe$ine$iliitiian. 

 

2. Te$knik Analisis Data 

Te$knik me$nganalisis data dilakukan me$nggunakan uji statistik de$skriptif dan infe$re$nsial. Uji de$skriptif 

digunakan untuk me$nggambarkan karakte$ristik data, se$dangkan uji infe$re$nsial digunakan untuk me$nguji hipote$sis 

pe$ne$litian, te$rmasuk uji re$gre$si line$ar se$de$rhana yakni dari hasil Olah data me$nggunakan aplikasi spss 26. Nilai 

F 28.146 dan Nilai signifikan 0.000. di ke$tahui Nilai signifikan 0.00< 0.05, maka mode$l re$gre$si dapat digunakan 

untuk me$mpre$diksi Variabe$l atau de$ngan kata lain te$rdapat pe$ngaruh antara Variabe$l X dan Y.  

Uji kore$lasi yakni 0.620, dan uji koe$fisie$n de$te$rminasi r square$= 101x100%= 0, 385 maka dapat 

disimpulkan bahwa pe$ngaruh  variable$ x te$rhadap variable$ y se$be$sar 38%. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Se$be$lum me$lakukan uji re$gre$si, te$rle$bih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang me$ncakup uji 

normalitas dalam pe$ne$litian ini dike$tahui bahwa be$sarnya nilai Kolmogorov-smirnov  se$be$sar 0,094 dan 

signifikan 0,200 (0,200 > 0,05)  maka dapat disimpulkan bahwa nilai re$sidual be$rdistribusi normal yaitu de$ngan 

hasil le$bih dari 0,05 se$hingga layak untuk digunakan. Uji line$aritas dalam pe$ne$litian ini dike$tahui bahwa be$sarnya 

nilai De$viation from  Line$arity 0,068 (0,068 > 0,05)  maka dapat disimpulkan bahwa te$rdapat hubungan line$ar  

antara  variabe$l be$bas dan variabe$l te$rikat. 

.Pe$ngujian normalitas adalah pe$ngujian te$ntang ke$normalan distribusi data. Se$me$ntara uji linie$ritas 

dilakukan untuk me$mbuktikan bahwa masing-masing variabe$l be$bas me$mpunyai hubungan yang linie$r de$ngan 

variabe$l te$rikat. [12] 

4. Uji Hipote$sis 

Hipote$sis diuji me$nggunakan uji t untuk me$nge$tahui pe$ngaruh signifikan antara variabe$l X te$rhadap Y. 

Hasil uji t me$nunjukkan apakah ada hubungan yang signifikan be$rdasarkan data yang dikumpulkan dari 

re$sponde$n. Dari hasil pe$rhitungan t hitung se$be$sar 5.305  le$bih be$sar dari t tabe$l 1,681 de$ngan signifikan 0,00 

le$bih ke$cil dari 0,05 maka hipote$sis dalam pe$ne$litian ini : 

Ha : di te$rima  ( kare$na me$nunjukan adanya pe$ngaruh) 

Ho : di tolak   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Be$rdasarkan indikator yang dipakai dalam pe$ne$litian yaitu: 

 

Indikator X (Digitalisasi Birokrasi) Indikator Y (Kine$rja) 

1. Pe$ningkatan e$fisie$nsi oprasional 

2. Pe$ningkatan kualitas pe$layanan 

publik 

3. Transparansi dan akuntabilitas 

4. Akse$bilitas layanan 

1. Kuantitas 

2. Kualitas 

3. Waktu 

Hasil uji validitas me$nunjukkan bahwa se$mua butir kue$sione$r me$miliki nilai kore$lasi yang le$bih be$sar dari r-

tabe$l yakni 0,294 se$hingga dapat disimpulkan bahwa instrume$n pe$ne$litian valid. Untuk uji re$liabilitas, nilai 

Cronbach’s Alpha se$be$sar 0,841 untuk variabe$l digitalisasi birokrasi dan 0,633 untuk variabe$l kine$rja ASN, yang 

be$rarti instrume$n pe$ne$litian me$miliki tingkat re$liabilitas yang baik. 

Pe$ngujian normalitas me$nggunakan uji Kolmogorov-Smirnov me$nghasilkan nilai signifikansi se$be$sar 0,200 (> 

0,05), yang me$nunjukkan bahwa data pe$ne$litian be$rdistribusi normal dan dapat digunakan untuk pe$ngujian 



se$lanjutnya. 

Uji line$aritas be$rtujuan untuk me$nge$tahui apakah hubungan antara variabe$l inde$pe$nde$n dan de$pe$nde$n be$rsifat 

line$ar atau tidak. Hasil uji me$nunjukkan nilai signifikansi se$be$sar 0,068 (> 0,05), se$hingga dapat disimpulkan bahwa 

te$rdapat hubungan line$ar antara variabe$l digitalisasi birokrasi dan kine$rja ASN. 

Be$rdasarkan inte$rpre$tasi kore$lasi, nilai ini me$nunjukkan bahwa hubungan antara ke$dua variabe$l be$rsifat kuat. 

Nilai R² yang dipe$role$h adalah 0,385 atau 38%, yang be$rarti bahwa variabe$l X mampu me$nje$laskan variasi dalam Y 

se$be$sar 38%. Sisanya 61,5% dije$laskan ole$h faktor-faktor lain di luar mode$l pe$ne$litian ini. 

 

Be$rdasarkan hasil analisis data me$nggunakan uji re$gre$si line$ar se$de$rhana, dite$mukan bahwa digitalisasi birokrasi 

me$miliki pe$ngaruh yang signifikan te$rhadap kine$rja ASN Biro Ke$sra. Nilai nilai t-hitung se$be$sar 5.305 le$bih be$sar 

dari t-tabe$l 1.681, de$ngan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini me$nunjukkan bahwa hipote$sis alte$rnatif (Ha) dite$rima, 

yang be$rarti te$rdapat pe$ngaruh positif antara X dan Y.  

TAM dike$mbangkan ole$h Davis (1989) dan me$nje$laskan bahwa adopsi te$knologi dalam organisasi sangat 

dipe$ngaruhi ole$h dua faktor utama: pe$rce$ive$d use$fulne$ss (manfaat yang dirasakan) dan pe$rce$ive$d e$ase$ of use$ 

(ke$mudahan pe$nggunaan). [13] 

Kine$rja ASN dide$finisikan se$bagai tingkat pe$ncapaian tugas yang dibe$rikan ke$pada pe$gawai dalam suatu 

organisasi. Me$nurut te$ori kine$rja, te$rdapat be$be$rapa indikator utama dalam me$nilai kine$rja ASN, yaitu kuantitas 

pe$ke$rjaan, kualitas hasil ke$rja, se$rta ke$te$patan waktu dalam me$nye$le$saikan tugas. Digitalisasi birokrasi dapat 

be$rkontribusi pada pe$ningkatan kine$rja ASN de$ngan me$mbe$rikan akse$s le$bih ce$pat te$rhadap informasi, me$ngurangi 

birokrasi manual, dan me$ningkatkan fle$ksibilitas dalam be$ke$rja.[14] 

Be$rdasarkan hasil analisis data, digitalisasi birokrasi di Biro Ke$se$jahte$raan Rakyat Se$kre$tariat Dae$rah 

Provinsi Sulawe$si Utara me$nunjukkan dampak yang signifikan te$rhadap e$fisie$nsi ke$rja ASN. Imple$me$ntasi aplikasi 

Siste$m Informasi Pe$me$rintah Dae$rah (SIPD) me$mpe$rmudah administrasi dan me$mpe$rce$pat prose$s pe$layanan publik. 

Hasil uji hipote$sis me$nunjukkan nilai t-hitung se$be$sar 5.305 le$bih be$sar dari t-tabe$l 2.016, dan Uji Koe$fisie$n 

De$te$rminasi me$nunjukan pe$ingaruh variiable$i x te$irhadap y se$ibe$isar 38% yang be$rarti digitalisasi birokrasi me$miliki 

pe$ngaruh signifikan te$rhadap kine$rja ASN. 

Kare$na se$mua te$muan pe$ne$litian se$suai de$ngan prinsip yang dije$laskan dalam te$ori ini, maka hipote$sis 

pe$ne$litian te$rbukti be$nar. Digitalisasi birokrasi me$miliki pe$ngaruh signifikan te$rhadap kine$rja ASN, baik dari aspe$k 

\e$fisie$nsi, e$fe$ktivitas, transparansi, maupun akuntabilitas. 

Digitalisasi birokrasi me$mbe$rikan be$rbagai manfaat te$rhadap pe$ningkatan kine$rja ASN. Pe$rtama, digitalisasi 

me$ningkatkan e$fisie$nsi dan e$fe$ktivitas dalam pe$nye$le$saian tugas, di mana prose$s administrasi me$njadi le$bih ce$pat 

dan tidak be$rbe$lit-be$lit. Ke$dua, imple$me$ntasi te$knologi digital me$mungkinkan pe$nge$lolaan data yang le$bih akurat 

dan transparan, se$hingga me$minimalisir ke$salahan administratif. Ke$tiga, ke$putusan dalam birokrasi dapat diambil 

de$ngan le$bih ce$pat dan be$rbasis data yang valid, yang pada akhirnya me$ningkatkan kualitas pe$layanan publik. 

Ke$e$mpat, digitalisasi me$ndorong ASN untuk le$bih produktif dan be$radaptasi de$ngan pe$rke$mbangan te$knologi, 

se$hingga me$ningkatkan profe$sionalisme$ dan kine$rja me$re$ka. Kine$rja ASN dide$finisikan se$bagai tingkat pe$ncapaian 

tugas yang dibe$rikan ke$pada pe$gawai dalam suatu organisasi.  

Me$nurut te$ori kine$rja, te$rdapat be$be$rapa indikator utama dalam me$nilai kine$rja ASN, yaitu kuantitas 

pe$ke$rjaan, kualitas hasil ke$rja, se$rta ke$te$patan waktu dalam me$nye$le$saikan tugas . [15]  

Hasil pe$ne$litian ini juga me$mbuktikan bahwa digitalisasi birokrasi se$laras de$ngan te$ori  Te$chnology 

Acce$ptance$ Mode$l (TAM), ASN me$ne$rima dan me$nggunakan te$knologi digital se$bagai bagian dari tugas me$re$ka, 

yang be$rdampak pada pe$ningkatan kine$rja..me$njalankan tugasnya. 



Hasil uji kore$lasi juga nilai koe$fisie$n kore$lasi se$be$sar 0.620. Se$lain itu, uji koe$fisie$n de$te$rminasi (R²) 

me$nunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi me$nje$laskan 38% variasi dalam kine$rja ASN. Me$skipun angka ini cukup 

signifikan, masih te$rdapat faktor e$kste$rnal lain yang me$mpe$ngaruhi kine$rja ASN. Be$be$rapa di antaranya me$ncakup 

infrastruktur te$knologi, ke$siapan sumbe$r daya manusia dalam me$ngadopsi siste$m digital, se$rta dukungan re$gulasi yang 

be$rke$lanjutan. 

Dari te$muan ini, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi birokrasi me$mbawa manfaat yang nyata dalam 

me$ningkatkan kine$rja ASN. Namun, ke$be$rhasilannya tidak hanya be$rgantung pada adopsi te$knologi se$mata, 

me$lainkan juga me$me$rlukan ke$siapan sumbe$r daya manusia se$rta dukungan infrastruktur yang me$madai. Ole$h kare$na 

itu, upaya pe$nge$mbangan kapasitas ASN dalam me$ngadaptasi siste$m digital harus te$rus dilakukan, te$rmasuk me$lalui 

pe$latihan dan pe$ningkatan ke$te$rampilan digital. De$ngan adanya komitme$n yang kuat dari pe$me$rintah se$rta dukungan 

ke$bijakan yang te$pat, digitalisasi birokrasi dapat me$njadi katalisator utama dalam me$wujudkan tata ke$lola 

pe$me$rintahan yang le$bih e$fe$ktif, e$fisie$n, dan akuntabe$l 

IV. KESIMPULAN 

Hasil uji re$gre$si line$ar se$de$rhana me$nunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi me$mbe$rikan kontribusi se$be$sar 

38% te$rhadap pe$ningkatan kine$rja ASN. Angka ini me$nunjukkan bahwa se$makin tinggi tingkat pe$ne$rapan digitalisasi 

dalam birokrasi, se$makin me$ningkat pula kine$rja ASN dalam me$njalankan tugasnya. Sisanya, se$be$sar 62%, 

dipe$ngaruhi ole$h faktor lain di luar digitalisasi. Le$bih lanjut, hasil uji hipote$sis (uji t) me$ngonfirmasi bahwa 

imple$me$ntasi digitalisasi birokrasi me$miliki pe$ngaruh yang signifikan te$rhadap kine$rja ASN. Nilai t-hitung se$be$sar 

5.305, yang le$bih be$sar dibandingkan t-tabe$l se$be$sar 1.681, se$rta nilai signifikansi se$be$sar 0.000, me$nunjukkan bahwa 

hipote$sis nol (H0) ditolak dan hipote$sis alte$rnatif (Ha) dite$rima. Artinya, ada hubungan nyata antara pe$ne$rapan siste$m 

digital dalam birokrasi dan pe$ningkatan kine$rja ASN. De$ngan kata lain, se$makin baik digitalisasi dite$rapkan, se$makin 

e$fe$ktif ASN dalam me$njalankan tugasnya. Hasil uji kore$lasi juga nilai koe$fisie$n kore$lasi se$be$sar 0.620. Se$lain itu, uji 

koe$fisie$n de$te$rminasi (R²) me$nunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi me$nje$laskan 38% variasi dalam kine$rja ASN. 

Me$skipun angka ini cukup signifikan, masih te$rdapat faktor e$kste$rnal lain yang me$mpe$ngaruhi kine$rja ASN. Be$be$rapa 

di antaranya me$ncakup infrastruktur te$knologi, ke$siapan sumbe$r daya manusia dalam me$ngadopsi siste$m digital, se$rta 

dukungan re$gulasi yang be$rke$lanjutan. Dari te$muan ini, be$rdasarkan hasil uji dapat disimpulkan bahwa digitalisasi 

birokrasi me$mbawa manfaat yang nyata dalam me$ningkatkan kine$rja ASN. Namun, ke$be$rhasilannya tidak hanya 

be$rgantung pada adopsi te$knologi se$mata, me$lainkan juga me$me$rlukan ke$siapan sumbe$r daya manusia se$rta dukungan 

infrastruktur yang me$madai. Ole$h kare$na itu, upaya pe$nge$mbangan kapasitas ASN dalam me$ngadaptasi siste$m digital 

harus te$rus dilakukan, te$rmasuk me$lalui pe$latihan dan pe$ningkatan ke$te$rampilan digital. De$ngan adanya komitme$n 

yang kuat dari pe$me$rintah se$rta dukungan ke$bijakan yang te$pat, digitalisasi birokrasi dapat me$njadi katalisator utama 

dalam me$wujudkan tata ke$lola pe$me$rintahan yang le$bih e$fe$ktif, e$fisie$n, dan akuntabe$l. 
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